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Jakarta, 13 November 2019 — Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang Pemeriksaan Pendahuluan
terhadap permohonan Pengujian Materiil Pasal 2 ayat (4a) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang
Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah mengalami perubahan yang terakhir menjadi
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) dan Pasal
9 ayat (2) dan Pasal 9 ayat (8) huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai
Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah sebagaimana telah mengalami perubahan yang
terakhir menjadi Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan
Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (UU PPN), Rabu (13/11) pukul 13.00 WIB. Permohonan yang diregistrasi
dengan nomor perkara 68/PUU-VII/2019 di MK ini diajukan oleh PT. Wira Pratama Gasindo, dalam hal ini diwakili
oleh Yanto, selaku Direktur Utama. Adapun norma yang diajukan untuk diuji sebagai berikut:

UuU KUP
Pasal 2 ayat (4a)

Kewajiban perpajakan bagi Wajib Pajak yang diterbitkan Nomor Pokok Wajib Pajak dan/atau yang dikukuhkan sebagai
Pengusaha Kena Pajak secara jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dimulai sejak saat Wajib Pajak memenuhi
persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, paling lama 5 (lima)
tahun sebelum diterbitkannya Nomor Pokok Wajib Pajak dan/atau dikukuhkannya sebagai Pengusaha Kena Pajak.

UuU PPN

1. Pasal 9 ayat (2) Pajak Masukan dalam suatu Masa Pajak dikreditkan dengan Pajak Keluaran dalam Masa Pajak yang
sama;

2. Pasal 9 ayat (8) huruf a Pengkreditan Pajak Masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat diberlakukan bagi
pengeluaran untuk: a. perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak sebelum Pengusaha dikukuhkan sebagai
Pengusaha Kena Pajak.

Dengan berlakunya UU a quo Pemohon telah dirugikan secara potensial hak konstitusionalnya untuk mendapat
keadilan dan kepastian hukum atas berlakunya ketentuan tidak diakuinya Pajak Masukan dari SPT Badan
Pemohon sebelum dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP).

Menurut Pemohon, Pasal 2 ayat (4a) UU KUP mengandung ketidakadilan yang nyata karena hanya menyatakan
“kewajiban perpajakan” Wajib Pajak yang dikukuhkan sebagai PKP ditarik mundur paling lama 5 (lima) tahun.
Padahal Wajib Pajak tersebut mempunyai “hak perpajakan” tersendiri sehingga ketika ditarik mundur paling lama 5
(lima) tahun, seharusnya berlaku sama untuk Hak dan Kewajiban Perpajakan dari PKP.

Oleh karena itu, agar tercipta keadilan dan kepastian hukum yang adil, Pasal 2 ayat (4a) UU KUP harus ditafsirkan:
“Hak & Kewajiban perpajakan bagi Wajib Pajak yang diterbitkan Nomor Pokok Wajib Pajak dan/atau yang
dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak secara jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dimulai sejak
saat Wajib Pajak memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan perpajakan, paling lama 5 (lima) tahun sebelum diterbitkannya Nomor Pokok Wajib Pajak dan/atau
dikukuhkannya sebagai Pengusaha Kena Pajak.”

Dalam petitumnya Pemohon meminta MK mengabukan permohonan untuk seluruhnya dan menyatakan Pasal
yang diuji tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. (Lbg)
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